SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SABANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah khususnya sektor retribusi daerah, dipandang
perlu untuk menyesuaikan kembali besaran retribusi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Sabang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Kebersihan dan Keindahan dalam Kotamadya Daerah Tk II
Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Sabang
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

—

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3269);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

4.Undang ...



10.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4851.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun
2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran
Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN: ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KOTA SABANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.

Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara
pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan
Perangkat Daerah Kota.

Walikota adalah Walikota Sabang.

Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut
TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal
dari lingkungan gampong sebelum diangkut ke TPA.

Tempat Penampungan Akhir yang selanjutnya disebut TPA
adalah tempat untuk menampung, mengelola dan
memusnahkan sampah.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk padat dan/atau
setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan
anorganik tetapi tidak termasuk kotoran manusia dan
sampah yang berbahaya.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah,
di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan
jalan kabel,;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk
apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga,
dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha
lainnya.

11. Retribusi ...



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk
tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang Pribadi atau badan.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang
selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan /
kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan
oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang - undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan
dari pemerintah kota

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya pokok retribusi

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat
Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah
retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar
selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar dari pada
Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan
atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak
yang diajukan oleh wajib retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan
lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dan untuk tuyjuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi.

Penyidikan tindak pidana retribusi daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BABII ...



BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengelolaan
sampah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi meliputi:
a. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau dari
TPS ke TPA; dan
b. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir
sampah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah:
a. pelayanan kebersihan jalan umum; dan
b. pelayanan kebersihan taman, tempat ibadah, sosial, dan
tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang
menghasilkan sampah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan
sebagai retribusi jasa umum

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur Dberdasarkan atas
penggolongan yang didasarkan pada jenis bangunan, luas
bangunan, dan letak bangunan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Umum  ditetapkan dengan memperhatikan  biaya
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian
atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya ...



(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya
modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif memperhatikan biaya
pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan
atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang
diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan
kemampuan masyarakat.

(2) Struktur dan besarnya tarif perbulan adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Qanun ini.

(3) Struktur dan  besarnya tarif retribusi perbulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan
persampahan/kebersihan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan atau
1(satu) hari.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu
langganan.

(3) Dalam ...



(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD.

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) didahului dengan surat teguran.

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus melalui petugas
pemungut yang ditunjuk oleh walikota atau pejabat yang
ditunjuk.

(2) Pembayaran dilakukan di tempat pelayanan atau lokasi
yang ditunjuk.

(3) Wajib retribusi dilengkapi dengan bukti pembayaran
berupa SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

BAB XII
PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 didahulukan dengan Surat Teguran.

(2) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai
tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh
tempo pembayaran.

(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk Walikota.

BAB XIII ...



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 16

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas
ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat
membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dianggap sebagai
surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
Mengajukan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima harus memberikan keputusan atas keberatan
yang diajukan.

Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas
keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi
yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk
untuk memberikan suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada walikota
atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Walikota ...



(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan,
Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 19

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang
ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

a. Nama dan alamat Wajib retribusi;

b. Masa retribusi;

c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
d. Alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk atau bukti
pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan
diterima oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan
menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan
dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan
cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV ...
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BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

(1)

(2)

(3)

Pasal 21

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan
dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara
lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan
sosial dan bencana alam.

Tata cara pengurangan, keringanan, dan pemebebasan
retribusi sanksi administrasi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 22

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tertangguh apabila:
a. diterbitkannya surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi
baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal menertibkan surat teguran dan surat paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat
teguran tersebut.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Kota Sabang diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi
penyelenggaraan bidang pelayanan sampah /kebersihan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap
atau jelas;

b. meneliti ...



(3)

(1)

(2)

11

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang retribusi pelayanan
sampah /kebersihan;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan penyidikan tindak pidana retribusi
pelayanan persampahan/kebersihan;

g. menyuruh  berhenti atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi daerah dibidang pelayanan
persampahan/kebersihan;

i. menghentikan penyidikan; dan

j- melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan  tindak pidana retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan.

Penyidik = sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian
hasil penyidikannya Penuntut Umum sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang
tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

BAB XIX ...
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BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota

BAB XX
PENUTUP

Pasal 26

Semua peraturan yang mengatur hal-hal yang telah diatur
dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Sabang.

Disahkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2011 M
4 Safar 1433 H

WALIKOTA SABANG,

ttd
MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2011 M
4 Safar 1433 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,
ttd

AMIRUDDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2011 NOMOR 11
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PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
UMUM

Bahwa dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah, maka sebagai
salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab, diperlukan retribusi daerah untuk menambah
sumber pendapatan asli daerah dan hal ini merupakan sumber
pembiayaan pembangunan di daerah yang Dbertujuan untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah daerah
berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan salah
satunya adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai salah
satu sumber pembiayaan pembangunan di Kota Sabang, maka sesuai
dengan kewenangannya perlu menetapkan retribusi pelayanan
persampahan/ kebersihan dalam suatu Qanun Kota Sabang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7...
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Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16 ...
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Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6) ...
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Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 11
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LAMPIRAN: QANUN KOTA SABANG

NOMOR 11 TAHUN 2011
TANGGAL 29 DESEMBER 2011

Tarif Retribusi

N Obiek Pel Luas Ket
o Jjek Felayanan Bangunan/Kelas Jalan Utama | Jalan Jurong
& Pusat Kota | & Gampong
2 3 4 5
Rumah Kediaman Tipe 151 keatas | Rp10.000,00 Rp7.000,00 Perbulan
Tipe 36- 150 Rp7.000,00 Rp5.000,00 Perbulan
Tipe 36 ke Rp4.000,00 Rp2.000,00 perbulan
bawah
2 | Restoran Rp25.000,00 Rp20.000,00 | perbulan
Rumah makan Rp15.000,00 Rp12.000,00 | perbulan
warung-warung Rp10.000,00 Rp7.000,00 perbulan
3 | a. Swalayan Kelas I Rp150.000,00 perbulan
Kelas II Rp125.000,00 perbulan
b. Toko Rp30.000,00 perbulan
c. Ruko Kelas I Rp40.000,00 perbulan
Kelas II Rp30.000,00 Perbulan
d. Apotek dan Depot Rp30.000,00 Perbulan
Obat
e. Gudang yang di | Kelas I Rp50.000,00 Perbulan
fungsikan Kelas II Rp30.000,00 Perbulan
f. Kios Tetap Rp10.000,00 perbulan
Tidak tetap Rp1.000,00 Perhari
g. Pedagang Rp15.000,00 perhari
Musiman
h. Pedagang Rp2.000,00 perhari
ikan/meja
i. Pedagang Rp2.000,00 perhari
ayam/meja
j- Pedagang Rp3.000,00 perhari
daging/meja
k. Pedagang daging Rp20.000,00 perhari
meugang/meja
1. Pedagang sayur Rp1.000,00 perhari
4 | Hotel, Mess, Bintang Rp150.000,00 perbulan
Losmen, Wisma Melati Rp100.000,00 perbulan
Losmen Rp75.000,00 perbulan
Wisma Rp50.000,00 perbu]an
S | Bangunan Swasta Rp150.000,00 perbulan

dan Kantor
Pemerintah

6. Usaha jasa ...
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. Luas . . .
No Objek Pelayanan Bangunan /Kelas Tarif Retribusi Ket
1 2 3 4 5
6 | Usaha jasa:
a. Tempat Praktik Rp15.000,00 perbulan
Dokter/Bidan/
Perawat Swasta
b. Tempat Praktik Rp15.000,00 perbulan
profesi lainnya
c. Pangkas/salon Rp15.000,00 Perbulan
d. Penjahit Rp10.000,00 perbulan
e. Pemotongan Rp5.000,00 perhari
Ayam
f. Bengkel Rp15.000,00 Perbulan
7 | Usaha Industri:
a. Makanan/Minum Rp15.000,00 perbulan
an
b. Perkayuan
- Perabot Rp40.000,00 perbulan
- Perabot dan Rp40.000,00 perbulan
panglong kayu
c. Batu alam Rp20.000,00 perbulan
d. Sablon Rp15.000,00 perbulan
8 | Kapal Penumpang/
barang . Rp150.000,00 Perbulan
- dalam negeri
9 | Pelaksana Kegiatan | besar Rp 200.000,00 Dipungut
Keramaian Umum menengah Rp150.000,00 oleh
kecil Rp100.000,00 KP2TSP
perhari

WALIKOTA SABANG,
ttd

MUNAWAR LIZA ZAINAL



